
 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  

NOMOR 4 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2026 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, 

Menimbang  :   a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) 

huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 

Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, serta Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk 

Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 

di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

b. bahwa dalam rangka menjamin keterbukaan 

informasi publik dan meningkatkan pelayanan 

informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Halmahera Timur, perlu disusun 

dan ditetapkan Daftar Informasi Publik; 



 

 

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Halmahera Timur telah melaksanakan pembahasan 

dan penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2026 

melalui Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita 

Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Halmahera Timur Nomor 16/ORT.08-

BA/8206/4/2026 tentang Penetapan Daftar 

Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Halmahera Timur tentang Penetapan 

Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026. 

Mengingat:  1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  tentang  

       Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara   

       Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,  

       Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

       4846); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, 



 

 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6863); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 

Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6820); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5149);  

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana 



 

 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 826); 

7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 37); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 

Tahun 2025 tentang perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2025 Nomor 1125). 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 

Tahun 2024 Tentang Struktur Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum; 



 

 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 

Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 

dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; 

11. Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2026 

Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur 

Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Penetapan Struktur 

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Halmahera Timur. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

HALMAHERA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR 

INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2026. 

KESATU        :    Menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA  : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada 

Diktum KESATU meliputi: 

a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala; 

b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; 

c. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-

merta; dan 

d. Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 



 

 

KETIGA :  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU 

Kabupaten Halmahera Timur bertanggung jawab atas 

pengelolaan, pemutakhiran, dan pelayanan Daftar 

Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU. 

KEEMPAT : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan dan/atau 

pemutakhiran sesuai kebutuhan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di  Maba 

Pada tanggal  03 Juni 2026 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,    

              Ttd.  

Sukardi Litte 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan 

Pemilu dan Hukum 

 

  

  

KIFLI JABIR 

 



 

 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN  

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA 

TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN 

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Maba 

           Pada Tanggal  03 Juni 2026 

 

           KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

Salinan sesuai dengan aslinya        KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM       Ttd. 

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR          Sukardi Litte 

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum 

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan 

Pemilu dan Hukum 

 

  

  

 

KIFLI JABIR 


